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SALINAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

                               NOMOR:  300/Kep.866-SatPol.PP/2021/Kep.234-Dis 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SIDANG 

PENYELENGGARAAN TINDAK PIDANA RINGAN ON THE STREET 

WALI KOTA BANDUNG 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan 

tugas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

pelaksanaan sidang penyelenggaran tindak pidana 

ringan di tempat maka diperlukan pedoman dalam 

pelaksanaanya, untuk itu perlu dibentuk Standar 

Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Wali Kota tentang Penetapan Standar Operasional 

Prosedur Sidang Penyelenggaraan Tindak Pidana Ringan 

On The Street; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 166); 

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota 

Bandung Tahun 2016 Nomor 02); 

 

8. Peraturan … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020uu011.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp016.pdf
https://jdihn.go.id/files/963/2019PERMENDAGRI3.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3385/detail


3 

 

https://jdih.bandung.go.id/ 

 

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota 

Bandung Tahun 2019 Nomor 9); 

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2017 Nomor 05); 

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 

2021 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

 Menetapkan  :  

     KESATU :  Penetapan Standar Operasional Prosedur Sidang 

Penyelenggaraan Tindak Pidana Ringan On The Street. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Sidang Penyelenggaraan 

Tindak Pidana Ringan On The Street sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah Sidang 

Penyelenggaraan Tindak Pidana Ringan On The Street. 

KETIGA : Diagram Alur/Flow Chart Standar Operasional Prosedur 

Sidang Penyelenggaraan Tindak Pidana Ringan On The 

Street sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. 

KEEMPAT … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3412/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22702/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/21973/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3476/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22783/detail


4 

 

https://jdih.bandung.go.id/ 

 

KEEMPAT   : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bandung. 

KELIMA   : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal      

ditetapkan. 

 

                                                                     Ditetapkan di Bandung 

                                                                     pada tanggal 29 September 2021 

                WALI KOTA BANDUNG, 

                                              TTD. 

                ODED MOHAMAD DANIAL 

                

             Salinan sesuai dengan aslinya 

                 KEPALA BAGIAN HUKUM  

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

 

 

                     ASEP MULYANA, SH 

                             Pembina  

              NIP. 19631021 199603 1 001 
 

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 

1. Gubernur Jawa Barat; 
2. Wakil Wali Kota Bandung; 
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung; 
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung; 

6. Inspektur Kota Bandung; 
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung; 

11. Para Camat se-Kota Bandung; dan 
12. Para Lurah se-Kota Bandung.                                    
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